[SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN

DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah maka ketentuan dalam
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggung-jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, maka perlu menetapkan-Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung-jawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DL
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Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
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YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Hibah berupa uang dan barang/jasa dicantumkan dalam
RKA-SKPD dan/atau Perubahan RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD dan/atau Perubahan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran
hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang/jasa
berdasarkan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

(2) Penetapan daftar penerima Hibah berdasarkan DPA-SKPD
dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
minimal memuat:
a. nama penerima Hibah;
b. alamat penerima Hibah; dan
c. jumlah uang/jenis barang/yang diHibahkan.

4. Ketentuan pada Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

(1) Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi
dasar dalam penyaluran/penyerahan Hibah.

(2) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah
kepada penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.
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(3) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

(4) Pencairan hibah berupa wuang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan pada Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Penerima  hibah  berupa wuang kepada lembaga
sebagaimana pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi :

a. lembaga/yayasan mandiri;
b. kumpulan/gabungan dari beberapa lembaga/ yayasan.

(2) Pengajuan pencairan hibah berupa uang kepada
lembaga/yayasan mandiri sebagaimana ayat (1) huruf a,
dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
(LS) setiap semester;

(3) Pengajuan pencairan hibah berupa wuang kepada
kumpulan/gabungan dari lembaga/yayasan sebagaimana
ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS) setiap tribulan;

(4) Kepala SKPD terkait mempunyai tugas memproses
permintaan pembayaran dan pencairan hibah berupa
uang sesuai peraturan perundang-undangan.

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 14a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14a

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan pada Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29

(1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang
dicantumkan dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan RKA-
SKPD.

(2) RKA-SKPD dan/atau Perubahan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran
bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.
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8. Ketentuan pada Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau
barang berdasarkan atas DPA-SKPD dan/atau Perubahan
DPA-SKPD.

9. Ketentuan pada ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(6)

(7)

Pasal 33

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan
sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan/atau
Penjabaran Perubahan APBD.

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada
daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Bupati ini.

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
didasarkan pada permintaan tertulis dari individu
dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat
persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada
penerima bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima barang.

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan
cara pembayaran langsung (LS).

Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai
sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambat

uang (TU).

Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang
bantuan sosial.

T~

Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sekaligus.

Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dilakukan dengan mengajukan surat
permohonan pencairan oleh calon penerima bantuan
sosial kepada Bupati melalui SKPD Terkait dengan
mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan Belanja
Tidak Terduga.
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(10) Surat permohonanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dilampiri dengan:

a. Surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang
berwenang (lurah/kepala desa/camat/kepolisian);

b. Foto copy KTP /Indentitas yang masih berlaku; dan
c. Surat pernyataan bertanggungjawab.

(11) Kepala SKPD terkait mempunyai tugas memproses
permintaan pembayaran dan pencairan bantuan sosial
berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Februari 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.

SUGIRI SANCOKO
Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 01-02-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 21.
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